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BAB II 

DISKRIPTIF OBYEK PENELITIAN 

A. Profil Kabupaten Bantul 

Kabupaten Bantul dengan Ibukotanya Bantul. Motto kabupaten ini adalah 

Projotamansari singkatan dari Produktif-Profesional, Ijo royo royo, Tertib, Aman, 

Sehat, dan Asri. Kabupaten Bantul ini memiliki luas wilayah 506,85 Km
2
. Terdiri 

dari 17 kecamatan dan 75 kelurahan. Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari 

lima kabupaten di provinsi D.I Yogyakarta, dengan batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman 

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia 

Sebelah Timur  : Kabupaten Gunung Kidul 

Sebelah Barat  : Kabupaten Kulon Progo 

1. Keadaan Wilayah Kabupaten Bantul 

Topografi Kabupaten Bantul sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari 

setengahnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar 

terdiri dari : 

Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur 

dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km2 (17,73 %) dari seluruh wilayah. 

Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang 

subur seluas 210.94 km2 (41,62 %). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bantul,_Bantul
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Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya 

masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km2 (40,65%). 

Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah 

dengan keadaan alamnya yang berpasir, terbentang di Pantai Selatan dari 

Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek. 

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Bantul 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kependudukan  

a. Hasil Registrasi Peduduk Tahun 2015 

b. Total Penduduk  919.440 jiwa  
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Tabel 2.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelmin 
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Tabel 2.2 Jumlah penduduk menurut Agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3 Jumlah penduduk menurut Jenis pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

Tabel 2.4 Jumlah penduduk menurut Jenjang pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.5 Jumlah penduduk menurut hak pilih tetap pilkada 

2015 
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Tabel 2.6 Jumlah penduduk menurut hak pemilih pemula pilkada 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.7 Jumlah penduduk menurut hak pilih kaum difabel pilkada 2015 
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c. Kepala Keluarga (KK) 299.772 kk 

d. Mutasi Penduduk Tahun 2011 

1) Lahir (L) 9.499 = 0.94 % 

2) Datang (D) 14.358 = 1.41 %  

3) Mati (M) 4.578 = 0,45 %  

4) Pergi (P) 11.350 = 1,12 % 

e.  Kenaikan Penduduk = -  

f. Kenaikan Alami (L-M) = 7.929 

g. Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) 2.012,93 

B. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 

Pemilihan Umum merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Secara historis, penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung ini 

merupakan peristiwa yang kedua kali terjadi sejak Republik ini berdiri. Tentunya 

hal ini merupakan awal kebangkitan pelaksanaan demokratisasi di Indonesia yang 

selama ini tumbuh pasif sejak pasca lengsernya kekuasaan Orde Baru yang 

sentralistik-otoritarian pada 1998. 
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Konsekuensi dari implementasi demokrasi material ini adalah terjadinya 

beberapa perubahan fundamental dalam teknis penyelenggaraan Pemilu Tahun 

2009. Perubahan elemen teknis pada Pemilu 2014 dimaksudkan agar sistem 

Pemilu 2014 bisa lebih sesuai dengan prinsip demokrasi serta memenuhi 

kebutuhan bangsa, yaitu terpilihnya anggota DPR di setiap tingkatan, Presiden 

dan Wakil Presiden dan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung 

yang merupakan pilihan rakyat sehingga legitimasinya kuat untuk menjalankan 

roda pemerintahan. 

Adanya beberapa perubahan aturan yang cukup mendasar di atas merupakan 

resultan dari pertarungan kepentingan antar partai politik di DPR yang tertuang 

dalam Undang-undang Pemilu yang secara hirarkis mesti diimplementasikan oleh 

KPU. Tentunya hal itu bukan pekerjaan mudah bagi KPU untuk dapat 

menterjemahkan aturan yang tertuang dalam UU ke dalam kegiatan praktis di 

lapangan. 

Penyusunan Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bantul 

2013-2018 pada dasarnya melatarbelakangi keinginan untuk menegakkan 

demokrasi dengan melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden Tahun 2014 dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul berdasarkan Undang-undang Dasar 

Negara Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Perundangan tentang Pemilu yang 

berlaku. 
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Untuk mengaplikasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi 

Pemilihan Umum dalam perumusan manajemen kebijakan publik serta indikator 

eberhasilan pelaksanaannya, perlu disusun Rencana Strategis sebagai pedoman 

yang diterapkan secara utuh di lingkungan KPU Kabupaten Bantul dan 

jajarannya. Dalam Rencana Strategis ini akan dijelaskan pula tentang Visi, Misi, 

Tujuan, Sasaran,  Kebijakan,  

1. Visi dan Misi 

Visi Misi merupakan dua hal yang menentukan arah bagi setiap lembaga, atau 

bahkan individu. Di dalam terdapat cita-cita KPU. Sebuah lembaga yang diberi 

kepercayaan untuk menyelenggrakan pemilihan umum (pemilu), mempunyai visi 

dan misi yang jelas. 

a) Visi KPU adalah: 

Komisi Pemilihan Umuum menjadi penyelenggara pemilihan umum yang 

mandiri, non partisipan, tidak memihak, transparansi dan professional berdasarkan 

asas-asas Pemilihan Umum demokrtatis, dengan melibatkan partisipasi rakyat 

seluas-luasnya, sehingga hasilnya bisa dipercaya masyarakat. 

b) Misi KPU adalah : 

a) Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat-pejabat 

publik lain yang ditentukan oleh Undang-Undang. 

b) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat 

Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum yang 
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dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, 

akuntabel, edukatif dan beradab. 

c) Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil 

dan setrata serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara 

konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d) Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaran 

pemilihan umum berikutnya. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Devisi-Devisi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kabupaten Bantul 

Keanggotaan KPU Kanupaten Bantul yang berjumlah lima orang langsung 

memiliki dan mengetahui lima devisi yang dibentuk, kelima devisi yang ada di 

KPU Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut 

a. Devisi hukum dan pengawasan 

1) Merencanakan dan mengkoordinasikan tugas tugas yang berkaitan 

dengan masalah hukum dan pengawasan  

2) Melakukan hubungan, komunikasi, kerjasama dengan lembaga lain 

di luar KPU Kabupaten 

3) Dalam melaksanakan tugas dapat bekerjasama dengan devisi lain 

yang relevan 

4) Mengkomunikasikan secara  periodik kepada defisi lain mengenai 

perkembangan pelaksanaan program 
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5) Melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaan program, dan 

melaporkannya kepada rapat pleno KPU yang diagendakan khusus 

untuk itu 

b. Devisi sosialisasi, pendidikan pemilih, hupmas dan SDM 

1) Merencanakan dan mengkoordinasikan tugas masing-masing yang 

berkaitan dengan masalah sosialisasi kepada masyarakat, dan 

memberikan pendidikan kepada pemilih. 

2) Mengkoordinasikan sumber daya manusia 

3) Dalam melakukan tugas, dapat bekerjasama dengan devisi lain yang 

relevan 

4) Mengkomunikasikan secara periodik kepada devisi lain mengenai 

perkembangan pelaksanaan program 

5) Melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaan program, dan 

melaporkannya kepada rapat pleno KPU yang diagendakan khusus 

untuk itu 

c. Devisi umum, rumah tangga dan organisasi 

1) Merencanakan dan mengkoordinasikan tugas masing-masing yang 

berkaitan dengan masalah organisasi, dan masalah umum yang 

menyangkut tentang pemilihan umum 

2) Mengkoordinasikan setiap pelaksanaan yang akan dilakukan. 

3) Mengkoordinasikan kegiatan organisasi dan rumah tangga 
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4) Dalam melakukan tugas, dapat bekerjasama dengan devisi lain yang 

relevan 

5) Mengkomunikasikan secara periodik kepada devisi lain mengenai 

perkembangan pelaksanaan program 

6) Melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaan program, dan 

melaporkannya kepada rapat pleno KPU yang diagendakan khusus 

untuk itu 

d. Devisi perencanaan, logistik, dan keuangan 

1) Merencanakan dan mengkoordinasikan tugas masing-masing yang 

berkaitan dengan logistik, perencanaan dangan keuangan. 

2) Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan logistik. 

3) Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan terhadap keuangan 

4) Dalam melakukan tugas, dapat bekerjasama dengan devisi lain yang 

relevan 

5) Mengkomunikasikan secara periodik kepada devisi lain mengenai 

perkembangan pelaksanaan program 

6) Melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaan program, dan 

melaporkannya kepada rapat pleno KPU 

e. Devisi teknis penyelenggaraan dan data informasi 

1) Merencanakan dan mengkoordinasikan tugas masing-masing yang 

berkaitan dengan masalah teknis penyelenggaraan dan data informasi 



 
 

51 
 

2) Mengkoordinasikan kegiatan data informasi dan penyelenggara 

3) Dalam melakukan tugas, dapat bekerjasama dengan devisi lain yang 

relevan 

4) Mengkomunikasikan secara periodik kepada devisi lain mengenai 

perkembangan pelaksanaan program 

5) Melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaan program, dan 

melaporkannya kepada rapat pleno KPU 
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3. Struktur Organisasi KPU 

Gambar 2.2 
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MUHAMMAD JOHAN KOMARA, S.IP 

ANGGOTA KPU 
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ANGGOTA KPU 

DIDIK JOKO NUGROHO, S.ANT 

ANGGOTA KPU 

Drs. SYACHRUDIDIN, SE 

SEKRETARIS 
Tri Tujiana, AP,  MM 

NIM : 19750522 199412 1 001 
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4. Struktur Organisasi Sekretariatan KPU 

       Gambar 2.3 
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